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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  

SEBAGAIMATA PENCAHARIAN 

STUDI KASUS NOMOR:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn 

 

INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN 

  12 840 0264 

 

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan 

terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi 

dalam bahasa asing dikenal dengan istilah hazardspel. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja 

yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya 

resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian yang 

belum pasti hasilnya.Dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dapat dilihat dalam ketentuan-

ketentuan yang ada dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judul “kejahatan” termuat dalam 

pasal 303 dan 303 bis, dan yang dimaksud dalam pasal 303 adalah perjudian yang dilakukan dijalan 

umum, atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari pemerintah 

setempat.Untuk itu perlu diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk kedalam 

perbuatan permainan perjudian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang 

berkaitan dengan judi. 

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif. 

Dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan undang- undang.  

Jenis penelitiaan ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan 

untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau hukum positif dalam 

rangka mewujudkan keadilan.Sifat penelitian ini Deskriptif analisis yang mengarah penelitian 

hukum normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu 

hukum yang normatif.  

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah unsur sifat melawan hukum  dan 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian. Untuk membahas 

permasalaahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis  kasus 

PutusanNo.1425/Pid.B/2015/PN.Mdn Di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hakim menjatuhkanputusankepadaterdakwadiliahatdarifakta-

faktadanalatbuktibahwaterdakwabenarmelakukantindakpidanasertasifathukumnyaadalah 

adanyaunsurkesengajaanuntukmenyediakanlapakperjudiandandijadikansebagaimatapencaharian. 

 

Kata Kunci : Sifat melawan hukum, Tindak Pidana Perjudian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LatarBelakang 

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian banyak terjadi dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-

sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung bersifat terbuka dan seolah-olah 

memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan karena 

yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel, judi online dan 

judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menghabiskan dana masyarakat dalam jumlah yang cukup 

besar.  

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu 

yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum tentu hasilnya. 

Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan 

dengan dasar spikulasi belaka. mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang 

merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu 

dilakukan oleh masyarakat.1 

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan 

terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi 

dalam bahasa asing dikenal dengan istilah hazardspel. Bukan semua permainan masuk 

“hazardspel”. Yang diartikan hazarspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan 

                                                             
1 Abdul, sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, 1987, Hlm193. 
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untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 

pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk 

juga“hazardspel” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak 

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain.2 

Jenis-jenis perjudian (hazardspel) menurut R.Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, 

kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada 

pacuan kuda, pertandingan sepak bola play station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis 

perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), 

ceki, koah, dsb.3 

Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu 

yang hingga sekarang sering dilakukan. Perjudian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud 

permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan 

yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya pun 

rekreatif netral. Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi mengalami 

perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah 

atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain 

yang bernilai. 

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsep 

untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap 

kemungkinan peruntungan. Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan 

“suratan”, sudah menjadi nasib. Masyarakat modern,  mengembangkan macam-macam permainan 

yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa 

                                                             
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang acara pidana, Bogor: Politea,1996, Hlm 222. 
3 R. Soesilo,OpCit, 1996, Hlm 222. 
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memberikan kegairahan, kesenangan dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka 

percaya unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu. 

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendisendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari 

suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara 

dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya 

berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 

1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.4 

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, 

maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah 

laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya 

mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. 

Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk 

mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur 

masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 

mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan -kepentingan orang dalam 

masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling 

berlawanan.  

                                                             
4Ibid, Hlm224. 
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Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi 

kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap 

Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian. 

Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut 

togel. Dimana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, 

hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang 

menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Perjudian kupon putih 

semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini 

sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-

sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terangterangan. Dalam 

perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan 

masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai  kejahatan.  

Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka 

perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat 

penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-

sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.  

Pada perjudian itu ada pengharapan unsur ketegangan yang disebabkan ketidakpastian 

menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat mereka semakin tegang dan makin gembira, 

menumbuhkan nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. 

Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib 

peruntungan. Kepercayaan semacam ini tampaknya anak hironistik (tidak pada tempatnya) pada 

masa sekarang, namun tidak urung masih melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, 
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sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang 

tidak kenal rasa jerah. Pada masa sekarang ini bentuk perjudian ini tidak hanya bersifat mengisi 

waktu tetapi tidak jarang sudah menjadi bahan bisnis yang bersifat untung-untungan bagi sebagian 

masyarakat. Tindak pidana yang sulit dilakukan perseorangan-perseorangan ini di lakukan oleh 

suatu organisai atau perkumpulan dengan jaringan yang luas. 

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke 

dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat 

penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih 

memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mendapat perlindungan dari oknum aparat 

keamanan. 

Mengingat kembali bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang berdasarkan 

pancasila, maka sudah tentu kita menginginkan agar segala tindakan dan perbutan harus 

didasarkan atas hukum yang berlaku atau iusconstitutum, maka perjudian juga harus diatur dengan 

undang-undang. Dikatakan bahwa perjudian termasuk bidang hukum publik. Hal ini terbukti 

dengan adanya pengaturan dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judul “kejahatan‟ termuat 

dalam pasal 303 dan pasal 303bis, dan yang dimaksud dalam pasal 303 adalah perjudian yang 

dilakukan di jalan umum, atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari 

pemerintah setempat.5 

Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas 

tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa 

Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatan sebagai bentuk perbuatan 

                                                             
5 Bernard Arief Sidharta, Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Jakarta: Replika Aditama,  2008, Hlm 226. 
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perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan 

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Untuk itu perlu 

diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan permainan 

perjudian ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan 

judi tersebut. 

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori 

yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk 

dalam jenis mana yang telah ia lakukan.  

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara.6 

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya 

yang sungguh-sungguh dan teratur menurut sistem hukum yang berlaku, tidak hanya dari 

pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi 

masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua 

bentuk perjudian. 

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena 

hasilyang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana 

yangsangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan 

perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya 

iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, 

mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak 

                                                             
6Andi Hamzah,  Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta: Rineke Cipta, 2008, Hlm 167. 
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anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita 

lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-iburumah tangga yang tertangkap sedang 

berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan 

di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam 

permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian 

kelas bawah. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian 

sebagai tindak pidana, meski cendrung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang 

perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya 

karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Di sisi lain, kondisi 

mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. 

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP jo Pasal 

2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman 

pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-

banyaknya Rp. 25.000.000. Sementara itu, dalam hukum Islam perjudian dapat dikatagorikan 

sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah 

ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulluloh SAW dengan demikian hukuman tersebut 

tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang 

diancam dengan hukuman qisas.  

Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan Islam menaruh 

perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian 

lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian. 

Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang 
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menentukan:“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ; 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi 

danmenjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu 

perusahaanuntuk itu; 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum 

untukpermainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan 

tidakuntuk perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat 

ataudipenuhinya suatu tata-cara; 

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 

Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian 

merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun 

secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak 

pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-

Undang  Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak 

pidana perjudian sebagai kejahatan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan 

perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju 

kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. 

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak 

dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku 

digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda onrechtmatige atau wederrechtelijk, 

atau dari bahasa Inggris unlawful. Dengan demikian, onrechmatige atau wederrechtelijk atau 

unlawfulness dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. 
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Terminologi wederrechtelijk lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan 

onrechtmetige dalam bidang hukum perdata.Sehingga tindak pidana (strafbaar feit) dalam hukum 

pidana pada intinya adalah feit yang wederrechtelijk atau perbuatan yang melawan hukum.7 

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat 

melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan 

perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, 

karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. 

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh 

melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara. 

1.      Tindak pidana yang dtuduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan. 

2.      Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat 

di dalam rumusannya; 

Dikatakan Seanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam 

rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan 

maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di 

dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. 

Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkan sebagai 

unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaan dan harus di buktikan. 

Ini pekerjakan yang cukup sulit. 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh 

masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana atau 

perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus 

                                                             
7 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 

Hlm 28. 
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ditangani secara benar sehingga tidak terjadi eignticthing seperti yang sering terjadi sekarang. 

Perbuatan eigenricthing sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum  karena dengan 

demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan pelaku kejahatan.  

Hukum pidana dikenal sebagai ultium remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-

usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa 

penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin 

dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang 

berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidak-tidaknya Roeslan Saleh 

mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan 

memperbaiki pelaku kejahatan.  

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam 

suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijke) 

baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat 

melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak 

diasingkan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak 

pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuturan dan pembuktian di pengadilan. 

Pada umumnya para sarjana hukum menanyakan bahwa melawan merupakan unsur-unsur 

dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua pasal dalam 

KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain:  

1.      Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian 

wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dunyatakan secara eksplisit.  
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2.      Perbuatan melawan hukum berarti bahwa seseorang melanggar atau melanggar atau 

bertentanngan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan 

sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana 

adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan 

salah satu syarat pemidanaan.  

Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapus pidana, yang meliputi alasan 

pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, artinya jika 

alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus 

dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum  yang bersifat 

formal (formale wederrechtelijkhedi) dan maupun sifat melawan hukum yang materil (materiele 

wederrechtelijkheid). 

Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum (onrechmatigdaad) terutama dalam bidang 

hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama dengan adanya HR 30 Januari 1919 yang selalu 

menjadi acuan dalam pembicaraan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam lapangan hukum 

pidana baru dimulai tahun 1933 dengan adanya arrestHR 20 Februari 1993, Veearts arrst. Bagi 

hukum pidana mengikat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu 

keadaan yang tidak menguntungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut 

pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang patut. Padahal dengan adanya asas 

legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit.  

Berdasarkan  paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan 

melawan hukum atas: 
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1.      Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila 

perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah 

hukum tertulis.  

2.      Perbuatan melawan hukum materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan 

hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum 

yang terdapat di lapangan hukum.  

Keterangan : 

Asas legalitas mengandung  asas perlindungan yang secara histotris merupakan reaksi 

terhadap kewesewenang-wenangan penguasa di zaman Ancient Regime, serta jawaban atas 

kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara 

liberal pada waktu itu. Roeslan Saleh menyatakan dengan tegas “nyata bahwa penolakan atas asas 

legalitas, suatu asas dan pengertian dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan 

makna hukum pidana itu sendiri.” 

Keberadaan formale wederrechtelijkheid tidak menjadi persoalan karena ini secara 

eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga di belanda untuk menentukan apakah seseorang 

itu wederrchtelijk atau tidak cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi 

semua unsur terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Tetapi bagaimana dengan materiele 

wederrechtelijheid. Terhadap hal ini memamg menjadi persoalan karena di negeri Belanda sendiri 

ajaran materiele wederrechtelijheid kurang berkembang, sedangkan persoalannya menjadi lain 

karena di Indonesia bekembang pula hukum tidak tertulis yaitu yang hukum adat yang 

memungkinkan sifat melawan hukum tidak berdasarkan hukum tertulis dalam KUHP, tetapi unsur 

melawan hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak tertulis.  
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Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak 

seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumhya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 

17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid, tetapi 

perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung 

mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini 

secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum  yang material (materiele 

wederrechtelijheid) sebagai alasan pembenar.  

Kaidah hukum ditarik dari putusan tersebut adalah sebagai berikut: Suatu tindakan dapat 

hilang sifatnya sebagai melawan hkum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam 

perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat 

umum, sebagai misalnya tiga faktor:  

 

1.      Negara tidak dirugikan  

2.      Kepentingan umum dilayani; dan 

3.      Terdakwa tidak mendapat untuk menuntut. 

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam konsep KUHP Baru 1998, maka batas-

batas tindak pidana juga diperluas, tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam undang-

undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbautan yang menunrut hukum yang hidup dipandang 

sebagai suatu delik. Jadi tidak hanya kriteria formal menurrut hukum yang hidup.  

Alur pemikiran ini berimbas juga pada ajaran sifat melawan hukum yang selama ini 

diperdebatkan. Ajaran sifat melawan hukum menjadi lebih dilegalisasi dan masa mendatang tidak 

hanya terdapat dalam yurisprudensi, tetapi juga sudah diakui dalam suatu perundang-undangan 

tertulis yang merupakan induk dari perundang-undangan yang lain.  
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Dalam hukum pidana yamg menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat 

melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana,  

Langermeyer mengatakan : untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang 

tidak dapat dipandang keliru, tidak masuk akal”. Sekarang soalnya ialah: Apakah ukuran dari pada 

keliru atau tidaknya sesuatu perbuatan ? 

Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki 

larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah 

ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika temasuk pengecualian 

yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan 

undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian 

yang formal. 

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang 

mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum 

bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum 

yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang belaku dalam masyarakat. 

Pendirian yang demikian dinamakan pendiriang yang material. 

Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita 

sebagian besar telah di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-laian. Maka 

pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam 

memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh 

tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatip dari sifat melawan 

hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-

undang, tapi oleh masyarakat perbutan itu dianggap keliru, behubungan dengan azas legalitas, (psl 
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1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain halnya dalam hukum perdata, yang 

berhubungan dengan adanya pasal 1365 BW. (barang siapa dengan perbuatan melawan hukum 

menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut apabila diminta oleh 

yang menderita kerugian tadi) fungsi yang positif itu penting juga. Di sini bagaimanapun masanya 

perbuatan tidak ditentukan, sehingga tiap-tiap perbuatan melawan hukum termasuk di situ. 

Kalau kita mengikuti pandangan yang material maka perbedaan dengan pandangan yang 

formal adalah: 

1.      Menagakui adanya pengecualian / penghapusan dari sifat melawan hukumnya 

perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis ; sedangkan pandangan yang 

formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. 

Misalnya pasal 49. Pembelaan terpaksa (Noodweer) 

2.      Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, 

juga  bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut ; sedang bagi 

pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan 

pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah 

menjadi unsur delik. 

Dengan mengakui bahwa sifat melwan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini 

tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. 

Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tegantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam 

rumusan unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam 

perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memutar unsur melawan hukum di dalam 

rumusannya. 
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Apakah konsekuensinya daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum 

selalu menjadi unsur tiap-tiap delik. konsekuensinya ialah: jika unsur melawan hukum tidak 

tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap denga diam-diam telah ada, kecuali jika 

di buktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab. 

Konsekuensi yang lain ialah: jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apkah unsur 

melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh metetapkan adanya perbuatan pidana dan 

oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.  

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca atau bahkan masyarakat dapat mengetahui 

bentuk perbuatan yang bagaimana atau seperti apa saja yang dapat dikatakan sebagai perjudian 

dan mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

tentang perkara perjudian tersebut.8 

Serta manfaat yang diharapkan dari penyusunan dalam tulisan ini supaya orang-orang lebih 

mengetahui tentang perbuatan perjudian dan tidak melakukannya atau bahkan tidak menggunakan 

kesempatan yang ada untuk berjudi walaupun hanya sekedar iseng atau mencari keuntungan yang 

berlipat ganda dengan cara yang cepat dan mudah namun dengan melanggar aturan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penulisan skripsi ini adalah “TINJAUAN 

YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN 

TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN” studi kasus dengan 

nomor putusan  1425/Pid.B/2015/PN-Mdn 

 

 

 

                                                             
8 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm 174. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan 

utama.Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian 

2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian  

3. Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn.  

4. Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap 

Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah: 

1. Perkara yang di teliti adalah Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 

1425/Pid.B/2015/PN-Mdn.  

2. Perkara yang di teliti adalah Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak 

Pidana Perjudiandidalam Putusan 1425/Pid. B/2015/PN-Mdn. 

 

I.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam 

pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul 

yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis melakukan pembahasan selanjutnya. 

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-

Mdn? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian 

Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn ? 

 

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Unsur Sifat MelawanHukum yang terdapatdi dalam Putusan 

No:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn 

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana 

Perjudian Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn 

 

2.Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini diharapkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah atau memberikan sumbangan 

pemikiran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum. 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya se-

almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang 
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sifat melawan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian 

sebagai mata pencaharian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai hukum kepidanaan. Dalam hal ini mengenai sifat melawan hukum 

terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata 

Pencaharian.. 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi 

pihak yang berkompeten dalam mengemban profesi hukum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Uraian Teori 

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasikan adanya 

hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. 

 Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah 

didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. 

Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena 

yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. 

Teori yang peneliti gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah:  

2.1.1 Teori Pemidanaan 

Sebelum membahas mengenai teori pemidanaan, berikut ini akan diberikan penjelasan 

singkat mengenai pembedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal pembedaan antara 

hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. 

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif  

Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap 

pelanggarannya diancam dengan pidana. 

a. Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam pidana; Siapa yang dapat 

dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan. 

b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara 

negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan.1 

                                                             
1Bernard L Tanya,Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta 

Publishing,2010, Hlm 11. 
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2. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif  

Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang 

dilanggar; Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang); Hak untuk menjatuhkan pidana; Hak 

untuk melaksanakan pidana. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi 

tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman 

pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif 

berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada 

orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan negara tersebut 

merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari dan diterangkan dasar-dasarnya. 

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. 

Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan 

menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan 

pemidanaan.Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan 

Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori 

perjanjian.  

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan 

pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai 

kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, 

seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota 

masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi 

memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak 
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istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan 

mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga). 2 

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni 

aliran retributivisme dan aliran utilitarisme.  

1. Aliran Retributivisme 

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas 

kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, 

berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi 

positif pada masyarakat. 

 

2. Aliran Utilitarisme 

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa 

hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat 

mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahanya dan bahwa hukuman 

itu merupakan kesebandingan retribusi.3 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai 

reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan 

sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang 

beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif 

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan 

                                                             
2Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis Nuansa dan  Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm 239. 
3Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang 

Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,  Bandung: Alumni, 2000, Hlm 4. 
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sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang 

hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. 

Tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan Sebagai berikut: 

1.Teori Pembalasan (Absolut) 

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan 

hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan 

rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang 

telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. 

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut 

teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah 

menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi 

penderitaan.  

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. 

Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun 

yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan 

dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada 

dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi 

orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari 

adanya kejahatan. 

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu: 

a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan); 
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b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat 

(sudut obyektif dari pembalasan). 4 

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk 

diadakannya pembalasan itu, yaitu: 

a. Dari sudut Ketuhanan 

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan 

ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui 

pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan 

melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum. 

 

 

b. Dari sudut Ethika 

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori “de ethische 

vergeldings theorie”. Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti 

oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang 

merupakan syarat ethika.Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana 

dalam rangka memenuhi tuntutan etika tersebut. 

c. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika 

Pandangan ini berasal dari Hegel, Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari 

setiap kejahatan.Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan 

kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah harus diikuti 

                                                             
4Ibid, Hlm7. 
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dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi 

suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. 

d. Dari sudut Aesthetica  

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “de aesthetica theorie”. 

Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan 

pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan 

penjatuhan pidana yang setimpal. 5 

 

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu : 

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana 

untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ; 

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ; 

5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak 

untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. 

 

2. Teori Tujuan (Relatif) 

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan 

pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib 

(hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. 

                                                             
5Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, Hlm56. 
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Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga 

macam sifat, yaitu: 

a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 

b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 

c. Bersifat membinasakan (onechadelijk maken). 

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 

kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana 

pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, 

hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni 

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus 

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) 

kejahatan. 6 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. 

Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi 

atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk 

menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.  

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 

yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 

bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah 

untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

                                                             
6Mohamad Faiz, Teori PemidanaanJohn Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1,Jakarta,  (April 

2009), Hlm 135. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori 

tujuan (utilitarian theory).  

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu : 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ; 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku 

saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan ; 

e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur 

pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu 

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.7 

Teori Relatif dibedakan dua, yaitu 

a. Pencegahan umum (Preventie General) 

Bersifat murni, semua teori pemidanaan harus ditujukan untuk menakut- nakuti semua 

orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang 

dipertontonkan.Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi 

Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang , diantaranya oleh Beccaria 

(1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833). 

Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara 

kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan. Penjatuhan 

                                                             
7Ibid, Hlm138. 
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pidana yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh 

perbuatan pelaku yang dipidana tersebut. 

 

Namun teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana 

serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap ancaman pidana tersebut menjadi 

sedikit atau bahkan hilang; 

2. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai dengan 

kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu menentukan 

batas-batas beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan perbuatan yang 

diancam pidana tersebut; 

3. Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak mengetahiu 

perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau 

tidak ada sama sekali. 

Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum yang 

menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada 

pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka 

hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman 

pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa 

perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. 

b. Pencegahan khusus (Preventie Special) 
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Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya atau 

mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat 

dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: 

1. Menakut-nakutinya; 

2. Memperbaikinya, dan 

3. Membuatnya menjadi tidak berdaya. 

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan 

khusus, yaitu: 

a. Yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara 

menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat 

jahatnya; 

b. Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan 

pidana harus dapat memperbaiki dirinya (reclasering); 

c. Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat 

membinasakan atau membuatnya tidak berdaya; 

d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam 

masyarakat.8 

3. Teori Gabungan 

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga 

yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur 

pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi 

                                                             
8 Ibid  
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dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun 

pada semua unsur yang ada.  

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang 

menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan teori 

yang menganggap sama antara keduanya. 

a. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan 

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan 

pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat 

diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan 

apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 

Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu 

pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah 

mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru 

dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum. 

b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum 

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah 

kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan 

(schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat 

membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan 

pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. 

 

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan 

masyarakat 
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Penganutnya adalah De Pinto.Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya 

suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa 

sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan 

baik secara negatif maupun secara positif. 9 

Sedangkan Simons, mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak 

pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, 

memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan 

dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. 

Sistim pemidanaan dan susunan pidana di dalam WvS Nederlandse dipengaruhi oleh aliran 

prevensi khusus. Hal ini seperti dinyatakan oleh Pompe dalam Handboek v.h. Ned.Strafrecht 1959. 

Berbeda dengan pendapat Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa WvS Nederlandse mempunyai 

tujuan yang kompromis. Menurut literatur mengenai KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 1946) 

dengan menilik sistim dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS 

Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan 

mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya. 

Di Indonesia, tujuan pemidanaan tidak pernah diatur secara eksplisit dalam Undang-

undang hukum pidana, namun dalam Rancangan KUHP dapat dijumpai, yaitu: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; 

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang 

baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; 

                                                             
9Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, http://id.shvoong.com./law-and-

politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/,tanggal2september 2016, jam 17.00 wib. 
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan 

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Selain adanya teori-teori mengenai pembenaran hukum pidana tersebut, terdapat juga 

pandangan-pandangan negatif yang menganggap hukum pidana itu sebagai ketidak adilan. Yakni 

keberatan dari sisi religius, keberatan biologis, dan keberatan sosial. 

1. Keberatan Religius 

Beranggapan bahwa pengenaan pidana (pengenaan derita dengan sengaja oleh pihak 

penguasa) tidak dapat dibenarkan. Leo Tolsoi, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum 

dengan nurani yang bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat janga dilawan atau ditolak, 

orang seperti itu harus dikasihi. 

2. Keberatan Biologis 

Pandangan yang dikemukakan oleh MaxSchlapp dalam bukunya The New Criminology, 

bahwa gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap sebagai suatu campur 

tangan yang buruk.Menurutnya, semua perbuatan asosial bersumberkan dari kerja tidak sempurna 

kelenjar-kelenjar endokrin, dan sebab itu memandang hukum pidana sebagai a system on 

ignorance. 

3. Keberatan Sosial 

Keberatan ini mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara 

sendiri yang secara langsung maupun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan kriminalitas. 

Lacassagne, salah satu pendukung aliran sosiologis Perancis menyatakan: tout le monde est 

coupable du crime, excepte le criminel (tiap orang sanggup melakukan delik atau dinyatakan 

bersalah, terkecuali si penjahat). 
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Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan 

pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan 

kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib 

hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.  

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa 

tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam 

hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan 

menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui 

wadah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). 

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan 

penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-

alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan 

meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan 

pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam 

realitasnya sebagai roh. 

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan 

pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti 

keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu 

untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-

teori  tentang pemidanaan yang ada.10 

                                                             
10Ibid,Hlm9. 
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Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat  bahwa 

negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat 

terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana 

ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa 

musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, 

dimana  para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana 

sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. 

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara 

adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu 

ketertiban paksaan kemasyarakatan. 

 

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid 

ataucriminal responsibilityyang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk 

menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 

pidana yang terjadi atau tidak.11 

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu 

tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat 

dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat 

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrondatau 

alasan pembenar) untuk itu.  

                                                             
11Amir Ilyas,Asas-asas Hukum Pidana,Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta, 2012,Hlm20. 
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Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan : Pengertian 

pertanggungan jawab dalam hukum pidana, yang dinamakan criminal liabilityatau responsibility, 

adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan 

perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang 

tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.Dengan demikian bahwa orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak tidak dapat 

dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas geen straf zonder schuld, yang artinya 

tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.12 

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu 

tindakpidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Bambang Poernomo mengatakan: Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu 

harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum 

sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan 

pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap 

seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.13 

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian 

(eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan 

pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-

undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya 

                                                             
12 Andi Hamzah ,,Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: CV Artha Jaya, 1984, Hlm 76-77. 
13 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985, Hlm134. 
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sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada 

kealpaan. Jadi konsep KUHP tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap 

diorientasikan pada asas kesalahan. 

 

Hal ini terlihat dari pasal-pasal berikut:  

- Pasal 39  

1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak 

pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.  

2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak 

pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.  

3) Bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana 

tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya 

mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurangkurangnya ada 

kealpaan.  

 

Dalam hal ada kesesatan(error), baik error facti maupun error iuris, konsep KUHP 

berprinsip si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. 

Namun demikian, apabila kesesatan itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan atau 

dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetapi dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang 

demikian dirumuskan dalam  

 

Pasal 42 konsep KUHP yang berbunyi:  
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(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang 

merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu 

tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan 

kepadanya.  

Secara normatif sudah menjadi kebiasaan setiap pembuat yang melakukan tindak pidana 

dan perbuatannya patut dipersalahkan dan bisa dibuktikan maka sudah sepatutnyalah si pembuat 

tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Namun, konsep KUHP tidak menetapkan sesuai dengan 

tesis konvensional di atas melainkan secara revolusioner memberikan kewenangan kepada hakim 

untuk mempertimbangkan untuk memberi maaf dan pengampunan. Maaf dan pengampunan di sini 

berarti si pembuat tidak dikenakan hukuman pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai 

permaafan hakim ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai bagian dari pedoman 

pemidanaan. 

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori 

pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teori pertanggung jawaban mutlak (strict liability)  

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat  sudah dapat dipidana apabila 

sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah without fault 

yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi 

unsur dari strict liability adalah perbuatan (actus reus) sehingga yang dibuktikan hanya actus reus 

dan mens rea.  

`Penerapan strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. 

Untuk lebih jelasnya penerapan strict liability tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut: 
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a) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan 

tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial. 

b) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (unlawful) yang sangat 

bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan. 

c) Perbuatan tersebuat dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-

perbuatan yang potensial mengandung bahaya. 

d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar 

(unreasonable precausions).14 

Dalam perspektif ius constituendum, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan 

didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi: 

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa 

untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur 

tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam 

melakukan tindak pidana tersebut”. 

Pasal ini merupakan suatu  pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana 

akan tetapi untuk hal yang tertent dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya 

sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini 

kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. 

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)  

Pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab 

atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one where in one person, thought without personal 

fault, is more liable for the conduct of another). 

                                                             
14 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Cetakan Pertama, Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti,1997, Hlm37-38. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat  bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan 

untuk Mata Pencaharian berhubungan dengan teori kepidanaan. Dimana Seorang pelaku mendapat 

sanksi pidana selama 8 (delapan) bulan  serta denda Rp.2.000,-, sehingga dalam putusan ini jika 

dihubungkan ke teori pemidanaan, kasus tersebut masuk kedalam teori gabungan yaitu cakupan 

dari teori Absolut dan teori relatif dimana seorang terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dari segi 

pembalasan dan dari segi tujuan adalah untuk efek kepada masyarakat supaya tidak melakukan 

tindak pidana perjudian dan membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi : 

1. Karena masih berkurangnya penertiban perjudian dikalangan masyarakat serta masih 

banyak masyarakat yang membuka lahan-lahan perjudian sebagai mata pencaharian. 

2. Karena efek jera yang belum terasa bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana 

perjudian sehingga perlu kepastian Hukum oleh aparat penegak Hukum.  

3. Karena banyaknya lapak perjudian sehingga sangat meresahkan aktifitas masyarakat.  

2.3 Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan 

hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 
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pertanyaan.Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, 

belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.15 

1) Adanya Sifat melawan Hukum dalam tindak pidana perjudian Yang terdapat didalam 

Putusan 1425/Pid. B/2015/PN-Mdn Karena terdakwa membuka lapak Perjudian 

sebagai mata pencaharian sehingga mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat 

dengan Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk judi 

dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu 

perusahaan untuk itu. 

2) Yang menjadi hipotesis permasalahan yang penulis kemukakan  Bahwa adanya 

Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap 

Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn yang diputus oleh Majelis Hakim bahwa 

terdakwa Nurmayati Br.Nasution terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana 

Perjudian sebagai mata pencaharian maka terdakwa dijatuhkan Hukuman Penjara 

selama 8 (delapan) bulan serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). 

                                                             
 15Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Administrasi, Alfabeta, 2002, Hlm39. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian 

 3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif  yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk  

meneliti  penerapan ketentuan-ketenuan perundang-undangan    (hukum positif) dalam rangka 

mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Sifat Melawan Hukum Terhadap 

Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian ( Studi Kasus 

Putusan No.1425/Pid.B/2015/PN.Mdn). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, 

yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi. 

1.1.2 Sifat Penelitian 

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif 

Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang 

berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif. 

1.1.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan 

No:1425/Pid.B/2015/Pn-Mdn. 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.1.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Mei-Oktober 2016. Adapun tabel penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam skripsi ini , penulis telah berupaya untuk mengumpulakan data-data guna 

melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode 

penelitian dengan cara: 

1. Metode penelitian kepustakaan (Library research) 

 

 

NO 

Kegiatan 

jun-16 jul-16 sept-16 okt-16 nop-16 des-16 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III I 

1 

Seminar 

Proposal 

Skripsi 

                       

2 

Bimbinga

n dan 

Perbaikan 

Sebelum 

Seminar 

Hasil 

                      

3 
Seminar 

Hasil 

                      

4 

Sidang 

Meja 

Hijau 
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Metode ini dilakukan dengan menbaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, 

peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan 

perjudian. 

 

 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung terkait untuk memberikan keterangan 

yang dibutuhkan dengan judul penulis seperti pengambilan putusan yang diambil secara 

langsung ke lokasi Pengadilan Negri Medan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang,hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum  dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan UUD 1945 

c. Data Tersier 

Data tersier yakni, kamus, Ensiklopidia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1 

 

2. Metode penelitian lapangan (Field Research) 

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan 

dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana perjudian yaitu putusan 

No.1425/Pid.B/2015/PN.Mdn. 

 

 

                                                             
1  Tampil Anshari, Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Medan: Pustaka Bangsa,2005, Hlm 67. 
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3.3 Analisis Data 

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelurusan kepustakaan, studi dokumen dan 

penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian menggunakan analisa 

kualitatif . Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga  dari 

teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijalankan kesimpulan dan pembahasan skripsi 

ini. 
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